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PENGARUH WAJIB PAJAK TENTANG PEMAHAMAN 

PERPAJAKAN,KETEGASAN SANKSI PAJAK DAN TINGKAT 

KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN 

WAJIB PAJAK PBB-P2 DI KOTA TOMOHON DENGAN TEKNOLOGI 

INFORMASI SEBAGAI VARIABEL 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi  

memoderasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat 

Kepercayaan Pada Pemerintah, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di 

Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Metode yang digunakan dalam riset 

ini menggunakan Purposivee sampling dengan menggunakan 300 responden yang 

didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan ke 313 responden menggunakan 

analisis Smart Pls 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuahan Wajib 

Pajak dan terdapat pengaruh pada Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi Teknologi Informasi dari Pemahaman 

Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah 

terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Kata kunci: Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan, Ketegasan 

Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib 

Pajak 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the effect of Information Technology 

in moderating Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust 

in the Government on the Compliance of PBB-P2 Taxpayers in Tomohon Barat 

District, Tomohon City. The method used in this research is purposive sampling 

with 300 respondents obtained through questionnaires distributed to 313 

respondents, analyzed using Smart PLS 4. The results of the study indicate that 

there is no effect of Taxation Understanding and Tax Penalty Strictness on 

Taxpayer Compliance, but there is an effect of the Level of Trust in the 

Government on Taxpayer Compliance. The moderation of Information 

Technology on Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust 

in the Government shows an effect on Taxpayer Compliance. 

 

Keywords: Information Technology, Taxation Understanding, Tax Penalty 

Strictness, Level of Trust in the Government, Taxpayer Compliance 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah baik di 

daerah maupun pusat yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah serta dapat 

dipaksakan yang kemudian penerimaan pajak tersebut digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan. Peran penerimaan pajak sangat penting dalam 

pembangunan. Hal ini karna, Penerimaan sektor pajak merupakan andalan 

penerimaan Negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan 

infrakstruktur. Selain uang dari subsidi dan bantuan pemerintah, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang seharusnya 

membantu membiayai kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya, pada 

dasarnya kemampuan untuk mengontrol dan mengelola rumah tangga lokalnya. 

(Rahmawan, E., 2012). PBB harus disetorkan atas keberadaan tanah dan 

bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi 

seseorang ataupun badan. Tarif PBB ditentukan dari keadaan objek bumi atau 

bangunan yang ada. Fungsi PBB dalam suatu bangsa merupakan salah satu tanda 

vital bangsa tersebut. Dengan bantuan pajak rakyat, negara selalu bertahan dan 

mempertahankan pemerintahannya. Jika semua berjalan sesuai rencana, bangsa ini 

akan berkembang menjadi satu dengan masyarakat yang kaya baik dari segi 

anggaran maupun pengeluaran. Banyak sektor penerimaan negara yang 

dikembangkan untuk meningkatkan anggaran negara, mulai dari pemanfaatan 

sumber daya alam yang melimpah hingga penyelenggaraan BUMN. Namun, 

sektor-sektor tersebut masih belum mampu membawa negara. PBB merupakan 
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salah satu komponen terpenting dalam perekonomian suatu negara karena jika 

digabungkan dengan penerimaan pajak negara dapat meningkatkan kesejahteraan 

warganya dan seluruh bangsa. 

Kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk mempengaruhi secara 

langsung variabelnya adalah besarnya NJOP untuk tanah dan bangunan 

(Nurbawono, S . 2016). Menteri Keuangan menetapkan alasan pengenaan 

pungutan ini (Menkeu). Namun karena pengaruh dari berbagai faktor fundamental 

untuk objek pajak tanah dan bangunan, termasuk material yang digunakan dalam 

bangunan, lokasi, teknik, dan eksploitasi peruntukan. Setiap daerah memiliki Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda-beda. Atas dasar asas kenikmatan dan 

manfaat, PBB dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan dan 

dibayarkan setiap tahun. Dalam rangka mendukung kebutuhan belanja prioritas 

melalui peningkatan PBB dan dana perimbangan, kebijakan anggaran pendapatan 

khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan 

bangunan diarahkan melalui upaya penguatan regulasi, pemberian penghargaan 

kepada petugas pemungut, dan tumbuh dalam pembangunan. PBB-P2 telah 

dialihkan dari Pajak Pusat pertama ke Pajak Daerah terhitung sejak 1 Januari 

2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

  Sejauh mana organisasi mencapai tujuan jangka pendek (tujuan) dan 

jangka panjang (s arana) disebut sebagai efektivitas (Robbins., 2015). PBB -P2 di 

Indonesia memiliki potensi nilai yang besar, namun belum dimanfaatkan secara 

maksimal sehingga tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan 

menyisakan banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Agar wajib pajak dapat 
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memenuhi komitmennya seperti membayar pajak, fungsi PBB diperlukan dalam 

mewujudkan perekonomian dan membangun bangsa yang maju. Dengan hasil 

Pajak Bumi dan Bangunan, PBB memiliki kemampuan untuk mendorong 

pertumbuhan dan pemberdayaan daerah. Oleh karena itu, diharapkan ketika 

dibawa kembali ke daerah. Untuk proses pemungutan PBB sudah menjadi bagian 

dari kebijakan pemerintah daerah, dan sebagian besar pajak tersebut untuk daerah. 

Memilih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

sebagai topik penelitian memiliki beberapa alasan yang kuat seperti Signifikansi 

Ekonomi dan Keuangan Daerah, PBB-P2 merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang penting. Penelitian tentang ini dapat memberikan 

pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dan implementasi 

PBB-P2 mempengaruhi keuangan daerah dan pembangunan lokal. Penelitian ini 

dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan PBB-P2, 

seperti masalah basis data dan evaluasi nilai properti, serta peluang untuk 

perbaikan melalui teknologi atau reformasi kebijakan. 

Perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan keuangan sendiri dalam 

rangka pelaksanaan otonomi daerah yang semakin stabil, khususnya dengan 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan 

meningkatkan penerimaan PAD saat ini maupun dengan membatasi sumber PAD 

baru dengan ketentuan yang ada dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi 

dan potensi masyarakat (Rahmawati., 2009). Melihat perkembangan 

pembangunan di Kota Tomohon mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini 

tentunya berkaitan erat dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan hal ini 

juga yang mendorong untuk mencari tahu secara langsung bagaimana 
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perkembangan perpajakan di Kota Tomohon, khususnya pada pajak PBB-P2 Kota 

Tomohon dalam menyusun selama delapan tahun berturut-turut, temuan audit 

BPK dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kota Tomohon memiliki 5 kecamatan yaitu 

Tomohon Barat, Tomohon Timur, Tomohon Selatan, Tomohon Utara, dan 

Tomohon Tengah yang terdiri dari 44 kelurahan. Dalam penelitian ini lebih 

tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tomohon Barat karena jumlah 

wajib pajak PBB-P2 lebih banyak daripada kecamatan lain dan Kecamatan 

Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik dalam melakukan kewajiban 

pembayaran pajak PBB-P2. 

 

 

Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yang rendah akan mengakibatkan dampak 

pada pemungutan pajak PBB-P2 pemerintah daerah yang digunakan untuk 

pembiayaan dan belanja pembangunan. Pembangunan fasilitas umum juga akan 

No Kecamatan Jumlah 

Penetapan 

Jumlah 

Terbayar 

Belum 

Terbayar 

% 

1 Tomohon 

Utara 

2,263,818,342 1,411,770,207  852,048,135 62% 

2 Tomohon 

Tengah 

2,229,790,837 1,531,117,870 698,672,967 69% 

  Tomohon 

Selatan 

1,905, 501,832 1,262,936,032 642,565,797 66% 

4 Tomohon 

Timur 

679,908,554 439,049,589 240,858,965 65% 

5 Tomohon 

Barat 

786,716,933 552,235,253 234,481680 70% 

 

Gambar 1.1 Sumber BKPD Tomohon 
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lebih mudah terwujud jika pendapatannya juga sejalan dengan anggaran 

pendapatan pemerintah daerah.  

Alasan penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon karena Kota tomohon 

merupakan Kab/kota pertama di Prov Sulawasei Utara, pertama di wilayah 

suluttenggo Malut dan ke 6 di Indonesia yang telah menyediakan kanal 

pembayaran digital yg bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia sehingga 

melalui aplikasi BNI mobile maupun melalui ATM telah tersedia opsi 

pembayaran pajak daerah Kota Tomohon agar masyarakat lebih mudah 

melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan dimana saja dan kapan saja. 

Masyarakat Kecamatan Tomohon Barat memiliki keragaman ekonomi dan sosial 

seperti sentra produksi yang bagus dalam bidang pertanian, industri rumah 

panggung/ wooden house yg memiliki nilai ekspor dan pengembangan peternakan 

sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait dengan faktor- 

faktor yang mempengaruhi dan juga  jumlah wajib pajak PBB-P2 lebih banyak 

daripada kecamatan lain. 

 Menurut laporan pendapatan daerah BPKPD, tingkat kepatuhan wajib 

pajak masih rendah. Ketika sesuatu memenuhi semua kewajiban perpajakannya 

dan melaksanakannya, itu adalah kondisi yang dapat dikenakan pajak. (Rahayu., 

2006:110).Meningkatkan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya bisa membantu meningkatkan anggaran daerah 

tersebut sehingga masyarakatpun dapat merasakan dampak dari pembangunan 

daerah tersebut. Karena variabel-variabel ini sangat terkait dengan tingkat 

kepatuhan wajib pajak, penelitian tentang variabel tersebut akan sangat menarik. 

Variabel tersebut meliputi variabel pemahaman wajib pajak, ketegasan sanksi 
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pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah. 

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. 

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan 

membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib 

pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui 

pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk 

membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas 

perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang 

tidak dapat dimanfaatkan. Selain pemahaman perpajakan diperlukan juga adanya 

sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan 

orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan 

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak 

yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib 

pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak 

sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang 

melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan 

secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan 

tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut 
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dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum 

pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, 

dan kenaikan sanksi perpajakan. 

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah mengukur tentang suatu hal 

yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang 

berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018 kepercayaan ialah keyakinan ataupun 

anggapan terhadap sesuatu yang di percayai bahwa hal itu nyata atau benar. 

Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan 

juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan 

norma-norma yang memiliki arti sama (Handayani, 2012:8 dalam Wahyudi, dkk 

2017). Masih banyak kasus penyimpangan dan penyalahgunaan pajak seperti 

Petugas yang menaikkan tagihan denda maupun tarif PBB-P2, Kepala 

pemerintah/daerah terkait yang terjerat kasus korupsi, Petugas pemungut pajak 

yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan PBB-P2, Kurangnya persiapan 

penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah serta pengalihan kewenangan 

pemungutan PBB-P2 sehingga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses 

pemungutan dan pembayaran pajak. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi 

kepercayaan wajib pajak pada pemerintah mengenai setoran uang yang telah 

mereka bayarkan apakah dapat dialokasikan sebagaimana mestinya atau tidak. 

Sistem pemerintah mengenai perpajakan di beberapa Negara maju yang 

memberlakukan bagi wajib pajak, agar warga negara mendapatkan tunjangan dari 

dari negara, seperti contoh tunjangan bagi yang pengangguran, tunjangan 



 
 

18 
 

peningkatan transportasi yang nyaman, tunjangan pendidikan dasar gratis, 

tunjangan kesehatan gratis, dan lain-lain. Berbagai keuntungan yang didapatkan 

baik secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan imbalan dari fasilitas 

yang telah dirancang oleh pemerintah agar mampu mendorong wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga keinginan wajib untuk 

tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan menipis. 

Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Walikota Tomohon No. 13 

Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dengan tujuan 

pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah dengan bentuk pemeriksaan pajak daerah terdiri dari 

pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.  

Selain itu, penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel 

moderasi dalam pengujian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pemahaman 

Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tomohon. Pemerintah Kota 

Tomohon telah bekerjasama dengan Bank Daerah yaitu Bank Sulut untuk 

mempermudah pembayaran PBB-P2 di Kota Tomohon. 

Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan proses 

pelaporan pajak. Dengan sistem yang terotomatisasi dan terkomputerisasi, wajib 

pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka, menghitung jumlah pajak 

yang seharusnya dibayar, dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Penggunaan 

teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. 
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Informasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak dapat membantu mereka 

memahami dasar perhitungan pajak dan proses penagihan, mengurangi potensi 

ketidaksepakatan atau pertentangan terkait pajak. Semakin berkembangnya 

penggunaan internet oleh masyarakat, mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia 

melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan (Istutik & Pertiwi, 

2021). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), 

Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) 

menemukan bahwa peningkatkan kualitas teknologi informasi dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dinamika perkembangan teknologi 

informasi saat ini dapat meningkatkan kemudahan aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat. Penggunaan teknologi informasi merupakan faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi perilaku individu. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan 

Tomohon Barat dimana kecamatan Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik 

dalam membayar pajak PBB-P2 di Kota Tomohon, maka dari itu peneliti ingin 

mencari tau hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku wajib pajak di 

Kecamatan Tomohon Barat sehingga pembayaran pajak PBB-P2 di Kecamatan ini 

sangat baik, dan juga nantinya penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi 

Kecamatan lainnya di Kota Tomohon guna meningkatkan Kepatuhan wajib pajak 

PBB-P2.  

Alasan peneliti melakukan periode penelitian pada tahun 2023 karena Data 

dari tahun 2023 adalah data yang terbaru dan paling akurat untuk analisis. Hal ini 

memungkinkan penelitian yang lebih relevan dan tepat waktu, mencerminkan 

kondisi ekonomi dan sosial terkini. Tahun 2023 juga adalah periode penting untuk 

mengevaluasi dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 terhadap 
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perekonomian dan keuangan daerah. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana 

pandemi mempengaruhi pengumpulan PBB-P2 dan adaptasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang mungkin telah meluncurkan 

program pemulihan ekonomi setelah pandemi. Meneliti PBB-P2 pada tahun 2023 

dapat memberikan gambaran tentang kontribusi pajak ini dalam mendukung 

program-program tersebut. Tahun 2023 mungkin telah melihat adopsi teknologi 

baru dalam administrasi pajak, seperti sistem pembayaran online atau pemetaan 

digital untuk evaluasi properti. Meneliti pada periode ini dapat menunjukkan 

dampak inovasi tersebut terhadap efisiensi dan kepatuhan pajak. 

Bersangkutan dengan masalah tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan 

dan membuat peneliti ingin mencari untuk meneliti tentang Pengaruh Persepsi 

Wajib Pajak Tentang Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan 

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 

di Kota Tomohon Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi sebagai pedoman untuk peneliti dalam 

menjalankan penelitian dengan efektif dan efisien. Ini membantu mengarahkan 

penelitian menuju tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dalam 

penelitian ini hanya ditujukan pada seluruh wajib pajak PBB-P2 dengan ruang 

lingkup di Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Alasan peneliti memilih 

Tomohon Barat karena Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik di Kota 

Tomohon dalam membayar pajak PBB-P2. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif ketegasan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

4. Apakah teknologi infromasi memperkuat pengaruh pemahaman 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

5. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

6. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh tingkat kepercayaan 

pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

2. Untuk menguji pengaruh positif ketegasan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

3. Untuk menguji pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

4. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

5. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat ketegasan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 
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6. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi yang memperkuat tingkat 

kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2 di Kota 

Tomohon. Dengan menganalisis persepsi wajib pajak tentang pemahaman 

perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, 

penelitian ini dapat mengungkap hubungan antara faktor-faktor ini dengan tingkat 

kepatuhan pajak. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih akurat tentang 

bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-

P2. Penemuan tentang pengaruh teknologi informasi juga dapat memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan 

teknologi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

3. Bagi Penulis 

Melalui proses penelitian, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam 

tentang topik atau masalah yang diteliti terkait pemahaman perpajakan, ketegasan 

sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib 

pajak PBB-P2. Ini dapat membantu peneliti memperluas pengetahuannya dalam 

bidang tersebut serta membantu peneliti mengembangkan berbagai keterampilan 

penelitian, seperti merancang metodologi penelitian, mengumpulkan dan 

menganalisis data, serta menginterpretasi hasil. 
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